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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 

telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 

yang lain)” 

(Q.S. Al-Insyirah: 6-7)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Globalisasi dan prosesnya yang terjadi dengan arusnya yang cukup 

pesat, mempengaruhi seluruh aspek kegiatan dalam kehidupan masyarakat 

dunia. Dimana dalam prosesnya terdapat kekuatan hasil dari majunya teknologi 

yang mengintegrasi dan menyebabkan tidak ada lagi batasan teritorial antar 

wilayah. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi satu aspek seperti sosial dan 

budaya saja namun juga ekonomi, teknologi serta politik.1 Dalam bidang 

ekonomi contohnya, perdagangan tidak lagi terselenggara hanya dalam lingkup 

dalam negeri saja melainkan menjangkau wilayah yang lebih luas, antar negara 

yaitu perdagangan internasional. 

Jangkauan perdagangan semakin luas ini kemudian mendorong para 

pelaku usaha untuk menjadi lebih kreatif dan berinovasi demi bisa bersaing di 

tengah ramainya perdagangan dunia. Tentunya dengan berbagai barang dan 

jasa yang telah dibuat dan diperdagangkan adalah hasil pemikiran dan usaha 

para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya hingga akhirnya bisa lahir 

suatu produk. Diperlukan suatu perlindungan terhadap hasil jerih payah dari 

para pelaku usaha agar apa yang telah mereka hasilkan pada akhirnya tidak 

justru  berbalik  merugikan  mereka.2 Oleh  karena  itu,  kekayaan  intelektual 

 
1 Robiatul Adawiyah, dan Rumawi Rumawi. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam 

Masyarakat Komunal Di Indonesia." Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.10 

No.1 (2021), Hlm 2, http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i1 
2 Enni Sopia Siregar Dan Lilys Sinurat, “Perlindungan Haki Dan Dampaknya Terhadap 

Perekonomian Indonesia Di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan”, Jurnal Niagawan, Vol. 8 

No. 2 Juli 2019, Hlm. 76, https://doi.org/10.24114/niaga.v8i2 

http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i1
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dipandang sebagai suatu hal yang penting untuk diperhatikan seiring dengan 

semakin pesatnya perdagangan dunia.  

Pengertian Kekayaan Intelektual yaitu hak yang lahir dari proses 

berpikir manusia selanjutnya menghasilkan sebuah produk yang pada 

hakikatnya bermanfaat bagi kehidupan manusia.3 Selanjutnya dijelaskan 

bahwa Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati nilai ekonomis 

dari hasil kreativitas intelektual. Adapun objek dalam Kekayaan Intelektual 

adalah suatu karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia.  

Kekayaan Intelektual yang lahir dari kemampuan intelektual seseorang 

adalah bentuk perwujudan refleksi kepribadian atau perwujudan kualitas rasa, 

karsa dan daya nalarnya. Semakin beragam dan berkualitasnya kekayaan 

intelektual yang diciptakan seorang pencipta akan memberikan nilai tambah 

terhadap martabat dan keuntungan-keuntungan material atau ekonomi seorang 

pencipta yang melahirkan ciptaan tersebut dan juga dapat mencerdaskan 

kehidupan bangsa pada umumnya.4  

Hak Kekayaan Intelektual memiliki sifat kebendaan yaitu hak yang 

melekat pada hasil kegiatan kreatif dari kemampuan daya pikir manusia. Hak 

kebendaan menurut Pasal 503 KUHPerdata yakni penggolongan benda ke 

dalam kelompok benda terwujud (materiil) dan tidak berwujud (immaterial). 

Hak immaterial dalam kepustakaan hukum sering disebut hak kekayaan 

 
3 Ok Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm 27 
4 Yulia, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sulawesi: Unimal Press, 2015, hlm 9 
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intelektual. Kekayaan Intelektual terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan 

industri yang meliputi paten, merek, dan masih banyak yang lainnya.5 

Dalam memperdagangkan produk barang dan/atau jasa, pelaku usaha 

memerlukan merek untuk membedakan produknya antara satu dengan yang 

lain dan menunjukkan kualitas sesuai dengan yang dimiliki masing-masing.  

Hal ini juga menghindari terjadinya memanfaatkan popularitas terhadap merek 

yang telah terdaftar untuk keuntungan sendiri. Oleh karena itu, merek 

merupakan unsur yang penting dan salah satu kekayaan intelektual yang juga 

harus dilindungi agar tidak merugikan para pelaku usaha dan konsumen atau 

dalam hal ini masyarakat.  

Fungsi merek itu sendiri berbeda tiap perspektif produsen dan 

konsumen. Dalam perspektif produsen yang memproduksi barang atau jasa 

tersebut adalah merek berfungsi untuk menjamin dan memperlihatkan kualitas 

barang atau jasanya serta dapat mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.6 

Selanjutnya berfungsi dalam melakukan suatu pemasaran barang yang akan 

diperjualbelikan guna mencari dan memperluas pasar. Merek yang memiliki 

nilai ekonomi bagi pemilik yaitu perseorangan maupun perusahaan (badan 

hukum) hal ini berguna untuk mendapatkan keuntungan diiringi dengan 

penanganan manajemen yang baik serta memperhatikan aspek bisnis. Hal ini 

menyebabkan merek memerlukan perlindungan hukum terhadap objek terkait 

hak-hak perseorangan maupun badan hukum.7  

 
5 Ibid, hlm 11 
6 Rahmi Jened. Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi 

Ekonomi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, Hlm. 5  
7 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 91 
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Dari pihak konsumen merek memiliki fungsi dalam membeli barang 

atau jasa tersebut mengetahui bagaimana kualitas dan reputasi yang telah 

dibangun oleh produsen dalam pemasaran sehingga terdapat sebuah kepastian 

asal barang atau jasa yang  akan  dibeli  agar  konsumen  tidak  salah  memilih 

barang yang akan dibelinya serta konsumen dapat memilih barang atau jasa 

yang akan dibeli sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen.8.  

Di Indonesia pengaturan mengenai merek telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi  Geografis yang 

merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001. Definisi merek secara lengkap dan tegas 

dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

dengan isi sebagai berikut: 

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, 

logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) 

dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 

(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa 

yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan 

barang dan/atau jasa.” 

 

Sesuai dengan isi dari Pasal tersebut sebuah merek berfungsi sebagai 

pembeda untuk barang dan/atau jasa yang dimiliki oleh para pelaku usaha yang 

mana merupakan identitas setiap barang/jasa yang diperdagangkan. Merek juga 

memiliki pengaturan terhadap merek yang tidak dapat terdaftar yakni pada 

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi  Geografis yang menyatakan bahwa: 

 
8 Dias Bintang Wibisono dan Mozes Reynaldo Christanto, “Pemenuhan Hak Konsumen 

Melalui Perlindungan Hak Merek”, Junal Suara Hukum, Vol. 2 No. 1 Maret 2020, Hlm 43, 

https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1  

https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1
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“Merek tidak dapat didaftar jika: 

a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, 

moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau 

jasa yang dimohonkan pendaftarannya; 

c. memuat. unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, 

kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau 

jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas 

tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 

d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau 

khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; 

e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau 

f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum”  

 

 

Hal ini didukung oleh Pasal 20 huruf e Undang-Undang Merek yang 

menyebutkan dimana sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila tidak 

memiliki daya pembeda terhadap identitas merek yang akan didaftarkan. Maka 

dari itu Pendaftaran merek dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual (DJKI) selaku instansi yang bertugas untuk mendaftarkan merek 

yang telah dimohonkan oleh pemohon (pemilik merek).9  

Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif  (first to 

file). Dimana sistem ini berdasarkan dari pertama mendaftarkan sebuah merek. 

Dengan prinsip ini sebagai pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu 

maka berhak mendapatkam hak eksklusif atas merek tersebut.10 Lebih lanjut 

menjelaskan tentang prinsip sistem konstitutif (first to file) pada dasarnya 

prinsip ini memberikan perlindungan serta kepastian hukum untuk pemilik 

merek yang telah mendaftarkan mereknya. Direktorat Jenderal Kekayaan 

 
9 Zainal Arifin dan Muhammad Iqbal. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar” 

Jurnal Ius Constituendum. Vol 5 No. 1. April 2020, hlm 53, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117 
10 Fitri Ida Laela, “Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa 

Gugatan Pembatalan Merek”, Jurnal Hukum Dan Keadilan, Vol. 7 No. 2, September 2020, Hlm. 

185  

http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117
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Intelektual disini memeriksa permohonan pendaftaran merek yang selanjutnya 

dilihat adakah persamaan merek yang sedang didaftarkan tersebut dengan 

merek yang telah terdaftar sebelumnya.  

Alasan terjadinya penolakan pendaftaran merek yang didasarkan 

persamaan pada pokoknya sama dibuktikan dengan itikad tidak baik dalam 

mengajukan permohonan.11 Hal ini dikuatkan dengan Pasal 21 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu: 

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan: 

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh 

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis 

yang memenuhi persyaratan tertentu; atau 

d. Indikasi Geografis terdaftar.” 

 

Dalam penjelasan Pasal 21 Ayat 1 yang dimaksud dengan "persamaan 

pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang 

dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga 

menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara 

penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan 

bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.12 Oleh karena itu merek 

sangat penting sebagai identitas yang memiliki unsur pembeda antara barang 

atau jasa yang satu dengan lainnya dan hal ini untuk tidak memiliki persamaan 

 
11 Mukti Fajar ND, Yati Nurhayati, dan Ifrani, “Itikad Tidak Baik dalam Penegakan Hukum 

Merek di Indonesia”, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 25 No 2, Mei 2018, hlm 228 

https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1  
12 Lihat Penjelasan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis 

https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1
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pada pokonya dengan merek yang lainnya.  

Selanjutnya mengenai permohonan ditolak atas dasar itikad tidak baik 

diatur dalam Pasal 21 Ayat 3 yang pada pasal tersebut menyebutkan 

permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. 

Lebih lanjut dijelaskan pada penjelasan pasal yang dimaksud dengan 

"Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam 

mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau 

mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi 

persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.”13 

Dapat diketahui merek yang ada karena hasil pikiran manusia yang 

menjadikan kekayaan intelektual ini sangat berguna dan keberadaan berperan 

penting dikenalnya merek tersebut dikalangan masyarakat. Dengan adanya 

promosi dan tersebarnya pasaran suatu produk yang menyebabkan merek 

tersebut dikenal luas oleh masyarakat. Pada penjelasan Pasal 21 Ayat 1 huruf 

b merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-

besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, 

dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara.  

Merek terkenal maka berpotensi adanya pelanggaran merek yang dapat 

terjadi. Contoh pelanggaran merek terkenal seperti adanya pemalsuan, 

pendomplengan hal tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik untuk 

mendapatkan keuntungan secara mudah dan singkat.14 

 
13 Lihat Penjelasan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

Dan Indikasi Geografis 
14 Darmadi Durianto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset 

Ekuitas Perilaku Merek, (Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2011), hlm. 22. 
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Salah satu sengketa merek yang sejalan dengan uraian di atas terjadi di 

Indonesia yaitu terdapat merek terkenal dalam permohonan pendaftaran merek 

yang dilakukan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

karena sudah terdapat merek lain yang lebih dahulu terdaftar. Pemilik pertama 

merek “SOMEBYMI” adalah Tergugat yaitu PT. Lumina Royal Eterna dengan 

Nomor  Pendaftaran IDM000783467 kelas 3 dan Nomor IDM000752562 kelas 

35. Selanjutnya Penggugat adalah Lee Jieun merupakan warga negara Korea 

Selatan yang melakukan permohonan pendaftaran merek “SOME BY MI” 

kelas 35 dengan Nomor Permohonan M0020201523852 tertanggal 27 Februari 

2020 melalui protocol madrid, dan melakukan permohonan pendaftaran lagi 

merek “SOME BY MI” dengan kelas 3 DID2020068219 tertanggal 06 

November 2020. Namun permohonan pendaftaran tersebut ditolak karena 

sudah terdapat merek yang lebih dahulu mendaftarkannya. Dengan ditolaknya 

permohonan tersebut Penggugat melakukan gugatan pembatalan merek 

“SOMEBYMI” ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 67/Pdt.Sus-

Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

Dalam isi gugatannya Pengugat menyatakan bahwa dalam mendaftarkan 

merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal 

yang dapat dilihat tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam merek milik 

Tergugat dengan Penggugat, hal tersebut merupakan memiliki unsur itikad tidak baik 

seakan merek milik Tergugat berhubungan erat dengan perusahaan Penggugat. 

Dengan fakta-fakta diatas selaku penulis sangat tertarik menganalisis lebih 

lanjut mengenai persamaan pada pokoknya dan pertimbangan hukum hakim 

dalam memutus sengketa merek SOMEBYMI.  
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Skripsi ini dibuat dengan tujuan meneliti masalah yang timbul dari tidak 

adanya daya pembeda pada suatu merek dimana penulis mengambil satu 

putusan dari pengadilan niaga yaitu putusan nomor 67/Pdt.sus-

Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam hal ini penulis mengambil judul: 

PERLINDUNGAN HUKUM PADA MEREK TERKENAL YANG 

MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM GUGATAN 

PEMBATALAN MEREK SKINCARE “SOMEBYMI” (Studi Putusan 

Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst) 

 

B. Rumusan Masalah 

Terkait rumusan masalah yang dapat diangkat dari latar belakang yang 

telah disebutkan di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk dijadikan 

penelitian skripsi sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang memiliki 

persamaan pada pokoknya menurut hukum di Indonesia? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap merek terkenal yang 

memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan Putusan Nomor 

67/Pdt.Sus Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya rumusan masalah yang telah diuraikan untuk 

mendalami permasslahan tersebut, maka penulis memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap 

merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya menurut 

hukum di Indonesia.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim 

terhadap merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya 

berdasarkan Putusan Nomor 67/Pdt.Sus Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan atas adanya penelitian ini dapat memiliki manfaat dan 

kegunaan adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan, masukan serta sumbangan pemikiran khususnya dalam 

ilmu hukum perdata di bidang kekayaan intelektual mengenai Merek dan 

Indikasi Geografis Serta penelitian dapat ini menjadi bahan referensi atau 

bacaan mengenai kekayaan intelektual terkait merek. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemilik Merek 

Penelitian ini diharapkan memberikan dorongan terhadap pemilik 

merek untuk berpikir kritis terhadap masalah kekayaan intelektual 

dan meminimalisir terjadinya permasalahan yang bisa saja terjadi 

dengan berdasar itikad tidak baik dengan memiliki persamaan pada 

pokoknya dengan merek lain. 

b. Bagi Pemerintah 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi, 

informasi, dan wawasan terutama untuk menjadi acuan Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang memiliki wewenang 

terhadap permohohan pendaftaran suatu hak kekayaan intelektual 

terkhusus merek dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 

pemilik hak eksklusif dan pelaksana atas kebijakan yang telah dibuat 

dalam bidang kekayaan intelektual. 

c. Bagi Pengadilan Niaga 

Untuk aparat penegak hukum dengan adanya penelitian ini dapat 

memberikan masukan baik dan dijadikan bahan perbandingan serta 

pertimbangan dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu 

perkara merek di Indonesia.  
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E. Ruang Lingkup 

Skripsi ini yang berjudul Perlindungan Hukum Pada Merek Terkenal 

Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dalam Gugatan Pembatalan Merek 

Skincare “SOMEBYMI” (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn 

Niaga.Jkt.Pst) agar pada pembahasan dari penelitian ini jelas dan tidak 

menyimpang serta meluas dengan permasalahan yang ada. Maka diberi ruang 

lingkup kekayaan intelektual yang dibatasi dengan hal-hal mengenai merek 

terkenal, pembatalan merek dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian 

perkara pembatalan merek skincare SOMEBYMI ditinjau dari Undang-

Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

 

F. Kerangka Teori 

Dalam penelitian perlu menggunakan kerangka teoritis bertujuan untuk 

memberikan dukungan menggunakan dasar landasan yang kuat serta sistematis 

dan terperinci. Berikut ini adalah teori yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini untuk menjelaskan fakta serta peristiwa hukum yang sedang 

diteliti yaitu: 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan adalah 

tempat berlindung, atau hal (perbuatan atau sebagainya) melindungi.15 

Yang berarti perlindungan merupakan suatu tindakan, cara atau 

perbuatan untuk melindungi suatu hal. 

 
15 KBBI Online https://kbbi.web.id/perlindungan diakses pada 7 September pukul 19.40 

https://kbbi.web.id/perlindungan
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Pengertian hukum pada buku C.S.T Kansil yang mengutip dari 

pendapat J. C. T. Simorangkir, S.H adalah “Hukum merupakan 

peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah 

laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-

badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan yang telah 

ada tersebut selanjutnya akan diambil tindakan dengan hukuman 

tertentu”16 Yang berarti hukum memberi batasan-batasan terhadap 

perilaku masyarakat dalam pelaksaan tersebut bertujuan untuk keadilan 

dan kesejateraan masyarakat. 

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah 

“Perlindungan hukum bagi rakyat terdapat 2 perlindungan hukum yaitu 

preventif dan represif. Perlindungan preventif yakni bertujuan mencegah 

akan terjadinya sengketa atau pelanggaran perlindungan ini diberikan 

oleh pemerintah kepada rakyat. Selanjutnya perlindungan hukum 

represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran. 

Perlindungan hukum yang diberikan negara untuk jaminan bahwa hak 

dan kepentingan hukum dimiliki sebagai subjek hukum.”17 

Selanjutnya perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah 

“Suatu upaya dalam melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

 
16 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet-8 (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), Hlm 38 
17 Philipus M. Hadjo., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 

1988), Hlm 5 
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menikmati semua hak yang berikan”18 

Dari pengertian diatas mengenai perlindungan hukum dapat 

disimpulkan bahwa dalam lingkup kekayaan intelektual perlindungan 

hukum diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar. 

Dengan berlakunya perlindungan hukum itu sebagai pemilik merek yang 

ingin mendapatkan perlindungan hukum diharapkan untuk mendaftarkan 

mereknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendaftaran 

merek. Selanjutnya terdaftarnya merek tersebut maka lahirlah 

perlindungan hukum akibat terjadinya pendaftaran merek yang telah 

dilakukan oleh pemohon atau pemilik merek. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan 

perihal keadaan pasti.19 Serta menurut etimologis berasal dari kata pasti 

dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah. Dalam hal ini kepastian 

dapat diliat dengan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya Gustav Radbruch berpendapat mengenai kepastian 

hukum yaitu:20 

a. Hukum positif bermaksud hal positif yang memiliki arti hukum positif 

itu adalah perundang-undangan 

b. Hukum didasarkan pada suatu fakta yang berarti hukum itu dibuat 

berdasar pada kenyataan. 

 
18 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) Hlm 54 
19 KBBI Online https://kbbi.web.id/pasti diakses pada 9 September 2022 pukul 11:42  
20 Gramedia Onlne https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/ Diakses Pada 9 

September 2022 Pukul 12.33 

https://kbbi.web.id/pasti
https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/
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c. Fakta-fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan 

cara yang jelas agar terhindar dari kekeliruan dalam makna yang 

terkandung serta mudah dilaksanakan 

d. Hukum yang positif tidak boleh yang mudah diubah. 

Kepastian hukum bisa dijadikan sebuah jaminan atas keberadaannya 

kepastian hukum dapat menjadikan masyarakat teratur dan tidak mengalami 

kerugian dari pelanggaran yang dilakukan orang lain.  

Adanya peraturan perundang-undangan mengenai merek menjadikan 

hal tersebut sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian 

terhadap merek yang telah didaftarkan oleh pemiliknya. Maka jika 

terjadinya sebuah pelanggaran yang terjadi pemilik merek mendapatkan 

kepastian akan hal tersebut. Dengan adanya peraturan perundang-undangan 

tentang merek yang mudah dimengerti masyarakat umum untuk dapat 

terlaksananya kepastian hukum. Namun masih adanya sengketa merek yang 

diajukan di Pengadilan Niaga dengan kecenderungan terjadinya disparitas 

putusan menjadikan problematika suatu ketidakpastian hukum adanya 

permasalahan tersebut mengisyaratkan pentingnya kekayaan intelektual 

untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat dan pihak yang 

berkepentingan di dalamnya. 

3. Teori Itikad Baik 

Itikad baik diartikan dengan kejujuran. Adapun makna itikad baik 

secara subjektif adalah sesuatu yang ada dalam pikiran seseorang 

berhubungan dengan sikap, batin mengenai kehendaknya tidak berlawanan  
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dengan itikad baik. 21 

Itikad baik yang dikemukakan Subekti adalah menurut pasal 1338 

ayat (3) KUHPerdata itikad baik merupakan salah satu faktor penting dari 

hukum kontrak yang pada pelaksanaannya hakim diberi kekuasaan untuk 

memperhatikan pelaksanaan sebuah kontrak agar tidak melanggar keadilan 

dan kepatutan. 22 

Dalam pelaksanaannya dalam kekayaan intelektual sebagai pemilik 

merek menyadari akan merek yang digunakan bukan berdasarkan milik 

merek orang lain atau memiliki sifat kejujuran terhadap mereknya. Hal ini 

diperlukan dalam proses pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemilik 

merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Maka sebagai 

pemohon merek diwajibkan dalam melakukan pendaftaran memiliki itikad 

baik yakni kejujuran hal ini bermaksud dalam mendaftarkan mereknya tidak 

merugikan merek terkenal karena memanfaatkan reputasi yang telah 

dibangun oleh merek terkenal dari perbuatan tersebut dapat merugikan 

pemilik merek terkenal. 

4. Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan dalam Kamus Baku Bahasa Indonesia adalah bahan 

pikiran23. Serta hakim dalam KBBI yang berarti orang yang mengadili 

 
21 Ruri Suci Muliasari, Budi Santoso Dan Irawati, “Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam 

Sengketa Merek Internasional”, Jurnal Notarius, Vol. 14 No. 2 (2021), hlm 975, 

10.14710/nts.v14i2.43788 
22 Subekti dalam buku Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, (Bandung: Mandar Maju, 

2012), hlm 94 
23 KBBI Online https://kbbi.web.id/pertimbangan diakses pada 7 September pukul 19.45 

https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43788
https://kbbi.web.id/pertimbangan
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perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).24 Maka dapat disimpulkan 

bahwa pertimbangan hakim adalah bahan pikiran dari orang yang mengadili 

perkara di pengadilan atau mahkamah. 

Indonesia mengatur tentang kebebasan hakim dalam melaksanakan 

kekuasaannya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 bahwa: 

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”25 

Dalam hal ini selaku hakim memahami nilai dan rasa keadilan dalam 

masyarakat karena hakim yang memiliki kekuasaan tersebut dalam 

melaksanakan peradilan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim saat 

memutuskan gugatan merek di Indonesia. 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian yang terjadi memiliki aspek sistematis, dimana penelitian 

tersebut dilaksanakan dengan prosedur penelitian yang tepat serta terorganisir 

yang bersifat logis.26 Ketepatan dalam menentukan metode penelitian sesuai 

dengan masalah yang akan diteliti, maka berikut adalah metode penelitian yang 

akan digunakan oleh penulis dalam penilitian ini yaitu: 

 

 

 
24 KBBI Online https://kbbi.web.id/hakim diakses pada 7 September pukul 19.46 
25 Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman 
26 Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif, (Tulungagung: Akamedia Pustaka, 2018), Hlm. 1 

https://kbbi.web.id/hakim
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1. Jenis Penelitian 

Dalam skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yaitu 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu 

cara untuk menguji suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta 

doktrin-doktrin hukum untuk mendapatkan hasil dari isu hukum yang 

terjadi. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder penelitian tersebut.27 

Dalam melakukan penelitian ini penulis dapat menganalisis putusan 

hakim terhadap merek SOMEBYMI dengan berdasar pada undang-

undang, doktrin, yurisprudensi maupun prinsip-prinsip yang berlaku. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan konsep dan prosedur untuk 

penelitian yang pada dasarnya mencakup langkah-langkah berawal asumsi 

yang luas hingga terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan 

interpretasi. Hal ini sebagai langkah dalam menyusun secara tepat, logis 

dan akurat untuk mendapat argumentasi hukum.28 Pendekatan yang 

dilakukan dalam penelitian disesuaikan pada masalah yang diteliti. 

Dengan memiliki tujuan agar tercapainya infomasi dari segala aspek 

terhadap masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian ini penulis 

menggunakaan beberapa pendekatan antara lain: 

 

 
27 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan dan Praktik Penulisan Hukum, (Yogyakarta: Mitra 

Buana Media, 2021), hlm 42 
28 Ibid, hlm 133 



19 
 

 
 

a.  Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). 

Pendekatan perundang-undangan ini dilaksanakan dengan 

menganalisis undang-undang maupun regulasi yang saling 

berkaitan dengan masalah hukum yang akan diteliti. Penelitian ini 

mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan 

acuan dasar dalam penelitian yang akan dilakukan 29  

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus ini dilaksanakan dengan meninjau 

pelaksanaan norma-norma serta kaidah hukum yang dilaksanakan 

pada praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang sudah 

diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terkait 

masalah yang akan diteliti. Hal ini untuk mencari nilai kebenaran 

dan jalan keluar terbaik dengan melakukan argumentasi hukum 

terhadap isu yang terjadi dilapangan sesuai dengan prinsip-prinsip 

keadilan pertimbangan hakim.30 

3.  Jenis dan Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian sebagai sumber 

bahan hukum sekunder dari berbagai bahan hukum antara lain: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang secara 

umum memiliki kekuatan mengikat yaitu peraturan perundang-

 
29 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 56 
30 Ibid, hlm 57 
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undangan serta memiliki mempunyai kekuatan yang mengikat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan seperti kontrak, putusan hakim, 

dokumen hukum, konvensi.31 Bahan-bahan hukum yang digunakan 

harus terkait dengan objek penelitan. Berikut ini adalah bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5953 

3. Putusan Hakim Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga. 

Jkt.Pst 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

menjelaskan lebih lanjut atas bahan hukum primer. Bahan hukum 

sekunder yang digunakan oleh penulis meliputi jurnal hukum, 

internet, makalah yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti.32 

 

 

 

 

 
31 Ibid, hlm 64. 
32 Ibid, hlm 64. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

mencakup penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder yang meliputi kamus serta ensiklopedia.33 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penulis pada penelitian ini mengumpulkan bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier terkait dengan isu yang 

diakan diteliti. Pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan 

seperti penelusuran (searching) yang memiliki hubungan dengan masalah 

yang akan diteliti melalui internet, perputakaan umum, dan perpustakaan 

khusus.  

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Bahan hukum yang 

telah dikumpulkan selanjutnya digolongkan kemudian dianalisis dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Selanjutnya 

analisa yang telah dilakukan disusun secara sistematis dan logis. Logis 

yang dimaksud ialah dengan adanya hubungan serta keterkaitan antara 

bahan hukum yang ada. Serta untuk mendapatkan jawaban permasalahan 

yang menjadi fokus penelitian ini.  

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Untuk penarikan kesimpulan seluruh bahan hukum yang telah 

dikumpulkan kemudian dipilih dan diolah selanjutnya dianalisis sesuai 

 
33 Ibid, hlm 64. 
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dengan masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan. Metode 

penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yakni menarik 

kesimpulan dari permasalahan konkrit yang diteliti selanjutnya untuk 

menentukan kesimpulan yang bersifat umum34  

 
34 Ibid, hlm 71 
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